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Doktrin Yoshida: 













The Yoshida Doctrine is a foreign policy principle applied on Prime Minister Shigeru Yoshida's 
thinking of ensuring Japan's economic development. When Yoshida Shigeru was appointed prime 
minister of Japan in 1946, he placed great emphasis on improving the Japanese economy and 
relying on security protection to the United States even though the pay was tied up in Japanese 
foreign policy to the United States. Japan needs the presence of US troops as a guarantee of security. 
The United States, on the other hand, needed to place its troops in Japan as the main base for US 
troops in Asia. This is because the United States is very worried about the threat of the spread of 
communist ideology in Asia, especially after China embraced communism. As long as China, South 
Korea and North Korea consider the existence of the United States military base in Japan as a 
guarantee of peace in the East Asia region, the Yoshida Doctrine will always be considered relevant 
in Japanese foreign policy. In addition, there is a collective memory in Japanese society about the 
war and do not want these memories to happen again. 
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Doktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang 
mengacu pada pemikiran Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Ketika 
Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang, dia sangat menekankan perbaikan 
ekonomi Jepang dan bergantung perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun 
bayarannya adalah ikatan dalam kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Jepang 
memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. Sedangkan Amerika 
Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama tentara Amerika Serikat di 
Asia. Hal ini karena Amerika Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi 
komunis di Asia, terutama setelah Tiongkok menganut paham komunis. Selama Tiongkok, Korea 
Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang 
sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka Doktrin Yoshida akan selalu dianggap 
relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang 
tentang perang dan tidak menginginkan kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat 
untuk menghentikan setiap usaha membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama 
Jepang tidak dapat meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi 
negara agresor, maka keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir 
keberlangsungan pelaksanaan Doktrin Yoshida dan Sistem 55.  
 






Yoshida lahir di Yokosuka pada tahun 1878. Ayahnya adalah Takeuchi Tsuna, merupakan 
pengusaha dan aktivis politik. Shigeru Yoshida kemudian diangkat anak oleh pasangan 
Kenzō dan Kotoko Yoshida. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Tokyo, 
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Yoshida memulai karir diplomatiknya pada tahun 1906 dan ditempatkan di Tianjin, 
Tiongkok. Di sinilah awal karir diplomatik yang panjang Yoshida di Tiongkok hingga tahun 
1925. Yoshida mendukung perluasan pengaruh Jepang di Tiongkok, pembebasan Manchuria 
dan Mongolia sebagai bentuk usaha memperlembah kekuatan ekonomi Tiongkok. Yoshida 
juga menjadi anggota perwakilan Jepang dalan Konferensi Damai Paris pada tahun 1920 
setelah berakhirnya Perang Dunia I. Yoshida pernah ditempatkan di Italia, Andong (Korea), 
Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Pada tahun 1930, Yoshida ditunjuk 
sebagai Duta Besar Jepang untuk Inggris dan berakhir pada tahun 1938. Yoshida memiliki 
pemikiran bahwa Jepang dapat makmur tanpa perlu berperang dengan Inggris. Itu sebabnya 
sebelum Perang Pasifik, bagian dari Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik, Yoshida 
memilih bergabung dengan Pangeran Fumimaro Konoe menentang keterlibatan Jepang 
dalam Perang Dunia II. Pangeran Fumimaro Konoe sendiri pernah menjabat sebagai 
Perdana Menteri Jepang periode 4 Juni 1937–5 Januari 1939 sebelum digantikan Hideaki 
Tojo dan dimulailah peran serta Jepang dalam Perang Dunia II. 
 
Tujuan Yoshida bergabung dengan Pangeran Konoe adalah untuk mengurangi usaha yang 
dapat menjadikan Jepang untuk terlibat perang dengan Amerika Serikat di Pasifik, 
meskipun tidak berhasil. Sepanjang Preang Pasifik, Yoshida berusaha mengadakan 
perundingan damai dengan pihak Sekutu. Hubungannya dengan Pangeran Konoe 
menyebabkan pada tahun 1945, Yoshida masuk penjara. Setelah Jepang menyerah pada 14 
Agustus 1945, pendudukan Sekutu di Jepang pun dimulai. Yoshida bergabung dengan Partai 
Liberal yang baru terbentuk. Partai Liberal memenangkan pemilihan umum pada bulan 
November 1945 dan pimpinannya, Ichiro Hatoyama, menjadi perdana menteri. Namun, 
Hatoyama kemudian diturunkan oleh pihak Sekutu dan digantikan oleh Yoshida. Sekutu 
memilih Yoshida karena karir politiknya yang panjang di negara-negara Barat dan sikapnya 
yang pro-Amerika Serikat dan Inggris dianggap oleh pihak Sekutu sebagai pilihan terbaik. 
Yoshida ditunjuk sebagai Perdana Menteri Jepang pada tanggal 22 Mei 1946. Masa jabatan 
pertama sebagai Perdana Menteri yang diduduki Yoshida tidak lama dan digantikan oleh 
Tetsu Katayama pada tanggal 24 Mei 1947. Yoshida kembali menjadi perdana menteri untuk 
kedua kalinya pada tanggal 15 Oktober 1948.  
 
Jepang Setelah Perang Dunia II 
 
Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, maka Jepang di bawah kekuasaan 
pemerintahanSekutuyang dipimpin olehJendral Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. 
Pemerintahan Sekutu yang berkuasa di Jepang disebut sebagaiGeneral Head Quarter 
(GHQ). Di bawah perintah GHQ, Jepang mulai membangun kembali negaranya yang hancur 
karena keterlibatannya dalam perang. Pembangunan di Jepang ini diatur oleh GHQ 
sehingga diatur berdasarkan kepentingan GHQ, dalam hal ini Amerika Serikat.  
 
Salah satu perubahan yang dirancang oleh Amerika Serikat adalah Konstitusi Jepang yang 
diterapkan pada tahun 1946 hingga sekarang (2020). Pemenang Perang Dunia II 
memutuskan berdasarkan Deklarasi Postdam pada 26 Juli 1945, bahwa Jepang harus 
membubarkan tentaranya, menghukum para penjahat perang, dan pelarangan terhadap 
industri yang dapat mempersenjatai angkatan bersenjata. Selain itu Jepang harus 
membangun pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kembali 
Jepang dan cinta damai. Pada abad 21, apakah kebijakan Pemerintah Jepang masih 
berdasarkan pada Doktrin Yoshida dan Sistem 55 yang diterapakan setelah Perjanjian 
Mutual Security Act antara Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1954? 
 
Kajian: Doktrin Yoshida 
 
Doktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah 
Jepang mengacu pada pemikiran Perdana Menteri Shigeru Yoshida untuk menjamin 
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pembangunan ekonomi Jepang. Ketika Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri 
Jepang pada tahun 1946 sangat menekankan perbaikan ekonomi Jepang dan bergantung 
perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun bayarannya adalah ikatan dalam 
kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Jepang yang 
sangat bergantung kepada Amerika serikat ini membentuk pola kebijakan luar negeri Jepang 
yang disebut Doktrin Yoshida. Kebijakan luar negeri Jepang ini terus dipakai selama Perang 
Dingin dan seterusnya. 
 
Pemikiran Yoshida adalah bentuk praktik realistik pemerintah Jepang setelah Perang Dunia 
II berakhir. Yoshida menyadari bahwa Artikel 9 dalam Konstitusi membatasi kekuatan 
militer dapat digunakan sebagai bentuk pertahanan terhadap sikap hostile dari negara-
negara tetangga di Asia yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik. Pemerintah Jepang 
juga dapat fokus kepada pembangunan ekonomi, tanpa perlu khawatir terhadap ancaman 
militer dari pihak manapun. Yoshida menggunakan Artikel 9 untuk menolak tawaran 
Amerika Serikat untuk membentuk tentara, tetapi Yoshida membentuk Pasukan Bela Diri 
Jepang. (Kevin J. Cooney, 2006: 198). Dengan sendiri, Jepang tidak akan dianggap sebagai 
ancaman oleh negara tetangga dan menikmati perlindungan dari Amerika Serikat sebagai 
perluasan Pan-Amerika.  
 
Sebelum Perang Dunia II meletus, Yoshida percaya Jepang dapat makmur dan mengambil 
manfaat di bawah pngaruh Pax Britannica. Yoshida percaya Jepang tidak perlu terlibat 
dalam perang. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang di bawah 
kekuasaan GHQ. Kondisi ini yang mendorong Yoshida berpikir pragmatis, bahwa Jepang 
tidak akan memiliki kedaulatan secara penuh sebagai suatu negara, tetapi secara bertahap 
dapat memiliki kembali kedaulatan tersebut. Perubahan kekuasaan di Dunia mendorong 
Yoshida mengubah haluannya untuk memanfaatkan pengaruh Amerika Serikat dan Pax-
America. Itu sebabnya Yoshida tidak mau melepaskan peranan Amerika Serikat di Pasifik, 
karena akan mendorong ancaman baru terhadap kedaulatan Jepang. Jika ancaman militer 
tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik Jepang, maka rencana pembangunan ekonomi 
Jepang akan terhambat. Pembatasan kekuatan militer dan perjanjian keamanan dengan 
Amerika Serikat membentuk kebijakan politik luar negeri Jepang yang dikenal sebagai 
Doktrin Yoshida (Yoshida Doctrine). 
 
Hal ini dibuktikan dengan menerapkan isi Artikel 9 pada Konstitusi Jepang, sebagai berikut: 
(1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese 
people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the treat or use of 
force as means of settling international disputes. 
(2) In order to accomplish the aims of preceeding paragraph, land, sea, and air forces, as 
well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the 
state will not recognized. (Kevin J. Cooney, 2006: 211) 
 
Berdasarkan Artikel 9 tersebut, maka Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer atau 
tindakan politik yang mengarah pada pembangunan militer. Lalu, bagaimana Jepang akan 
melindungi negaranya? Di bawah pemerintahan GHQ, keamanan Jepang dijamin oleh GHQ. 
Apa yang terjadi pada Jepang setelah GHQ pergi? Yoshida Shigeru memiliki jawabannya, 
yaitu Perjanjian Keamanan Amerika Serikat-Jepang yang ditandatangani dalam Perjanjian 
Perdamaian di San Francisco tahun 1951.  
 
Doktrin Yoshida bukan didasari sudut pandang pasifis, tetapi lebih realis pragmatis. Dalam 
pemikiran Yoshida tanpa kekuatan militer, Jepang dapat terus aman, selama masih ada 
tentara GHQ yang kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Perebutan kekuasaan di 
dalam pemerintah Jepang antara sipil dan militer juga dapat dihindari. Jika ada pertikaian, 
bahkan ancaman militer, maka GHQ dan kemudian Amerika Serikat, yang akan mengatasi 
(JW Dower, 1988: 341). 
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Kunci utama pelaksanaan Doktrin Yoshida adalah Kerja Sama Keamanan Amerika Serikat-
Jepangyang pertama kali ditandatangani pada tahun 1951. Dalam kerangka Perang Dingin, 
Amerika Sertikat mengeluarkan kebijakan Marshall Plan yang kemudian dikembangkan 
dalam bentuk Mutual Security Act (MSA) untuk wilayah Asia. Yoshida menandatangani 
Perjanjian MSA dengan Amerika Serikat pada tahun 1954 sehingga kerangka kebijakan 
Jepang yang berpusat pada hubungan Amerika Serikat-Jepang disebut sebagai Sistem 55. 
Perjanjian MSA adalah hubungan simbosis menyeluruh mencakup seluruh aspek dibidang 
ekonomi dan militer tersebut menjadi pondasi pelaksanaan Sistem 55 sebagai praktik 
Doktrin Yoshida. Perjanjian MSA lalu direvisi pada masa pemerintahan Perdana Menteri 
Ikeda di tahun 1960. Berdasarkan Perjanjian Keamanan dengan Amerika Serikat, bahwa jika 
Jepang diserang oleh pihak manapun, Amerika Serikat berkewajiban melindungi. Perang 
Dingin memberikan ancaman baru, yaitu ancaman senjata nuklir dan ini mendorong Jepang 
menandatangani perjanjian Nuclear Umbrella dengan Amerika Seerikat. Bahwa Jepang di 
bawah perlindungan Amerika Serikat jika mendapat ancaman penggunaan senjata nuklir. 
Hal ini dapat kita saksikan ketika Korea Utara melakukan demonstrasi uji coba senjata 
nuklir dan melintasi wilayah Jepang, pemerintah Amerika Serikat langsung bertindak 
mengancam Korea Utara yang dianggap melanggar wilayah kedaulatan Jepang. 
 
Perang Dunia II berakhir, muncul perang baru, Perang Dingin. Perang Dingin terjadi karena 
benturan dua ideologi dan dua blok, Amerika Serikat memimpin Blok Barat dan Uni Soviet 
memimpin Blok Timur. Shigeru Yoshida sebagai perdana menteri Jepang memilih untuk 
beraliansi dengan Amerika Serikat dan terbukti menguntungkan. Pada Perang Korea, 
Jepang memiliki peranan penting. Letak geografisnya yang dekat dengan Semeananjung 
Korea menjadikan Jepang sebagai penyuplai logistik tentara Amerika Serikat selama Perang 
Korea (1950-1953). Jepang mendapatkan keuntungan dari pertikaian internasional dengan 
Amerika Serikat membeli produk industri Jepang. 
  
Dengan adanya batasan Artikel 9 di Konstitusi Jepang dan kerangka Perang Dingin, Jepang 
membangun ekonominya. Sistem 1955 yang dibentuk oleh Yoshida selanjutnya 
dimanfaatkan untuk membangun perekonomian Jepang. Hal ini terus berlanjut pada masa 
pemerintahan selanjutnya, di mana perkembangan ekonomi menjadi fokus utama 
pemerintahan. Pada tahun 1960-an pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai angka 2 digit 
dan kondisi keamanan Jepang terjamin.  
 
Ketika Yoshida menjabat sebagai perdana menteri, maka Jepang secara ekonomi dan 
pertahanan keamanan sangat terikat dan bergantung terhadap Amerika Serikat. Di bidang 
pertahanan keamanan, kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat adalah pilihan paling 
nyata yang bisa diambil oleh pemerintahan Yoshida pada tahun 1949. Dengan Jepang di 
bawah perlindungan Amerika Serikat, maka Jepang pun digabungkan ke dalam Pax 
Americana. Meskipun begitu bukan berarti bahwa kebijakan luar negeri Jepang tidak 
merdeka. Yoshida menyadari bahwa negara-negara tetangga Jepang yang merupakan pihak 
yang pernah diduduki Jepang selama Perang Pasifik masih menganggap Jepang sebagai 
musuh. Yoshida menyadari sepenuhnya kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan 
Jepang akan menunjukkan perpanjangan kekuasaan Sekutu di Jepang. Dengan sendiri, para 
negara tetangga ini akan berpikir ulang untuk melanjutkan sikap bermusuhan dengan 
Jepang karena adanya Amerika Serikat yang akan ikut campur melindungi Jepang.  
 
Kebijakan luar negeri Yoshida yang memperkuat hubungan Jepang dan Amerika Serikat 
muncul pada laporan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 1 Juni 1950. Itu 
sebabnya Yoshida menandatangani Perjanjian San Francisco pada tahun 1951 dan berlanjut 
pada Perjanjian Kerja Sama Keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang untuk 
menjamin perdamaian dan tercapainya tujuan ekonomi Jepang. 
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MenurutMichael M. Yoshitsu, kebijakan untuk membubarkan angkatan perang di Jepang 
oleh Yoshida lebih kompleks dibanding yang diakui di publik. Pemikiran Yoshida bukan 
hanya menyangkut pembubaran angkatan perang, karena tidak lama kemudian dibentuk 
Pasukan Bela Diri Jepang yang kemudian mendapatkan pelatihan militer bahkan 
persenjataan yang tidak kalah dengan angkatan perang negara lain. Besaran budget yang 
dikeluarkan pemerintah Jepang dalam memfasilitasi perlengkapan senjata untuk Pasukan 
Bela Diri Jepang hanya di bawah budget militer Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa 
itu. Yoshida lebih tertarik untuk melakukan manuver yang dipercayai oleh Amerika Serikat 
dan negara-negara lain bahwa Jepang keberatan dan tidak ingin mempersenjatai angkatan 
perangnya dan ingin menjadi negara yang cinta damai. Diplomat Amerika Serikat, John 
Dulles menunjukkan sikap percaya terhadap manuver Jepang tersebut. Yoshida berhasil 
meyakin Dulles bahwa tidak perlu mempersenjatai Jepang selama Perang Korea. Jepang 
akan tetap terlindungi dengan mengembangkan pemerintahan yang demokrasi dan cinta 
damaidi bawah perlindungan Sekutu dan kemudian Amerika Serikat. 
 
Yoshida berpikir dengan dengan menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika 
Serikat yang menjamin keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Jepang 
diterima oleh Dunia Internasional. Bagi Yoshida, keberadaan PBB yang kuat akan 
melindungi Jepang di masa yang akan datang. Yoshida berharap bahwa Jepang dapat 
membangun kembali ekonominya dan kemudian membangun militernya tanpa menarik 
perhatian dunia, khususnya dalam kerangka Perang Dingin.  
 
Yoshida memberikan argumen tentang Perjanjian Keamanan Amerika Serikat-Jepang 
sebagai berikut. 
 
“We do not know what will be the conditions of peace. This is a treaty Japan will 
conclude as a defeated nation for the first time in her history, and it is likely to prove a 
bitter pill for us to swallow. But we are prepared to take our punishment. We are 
resolved to redeem our mistaken past by fulfilling the peace terms whatever they may 
be with all the sincerity and good faith which we have shown in the discharge of our 
obligations under the Instrument of Surrender during the past five years. Meanwhile, I 
earnestly hope that the coming peace treaty will be such as will give hope for the future 
and inspire a fresh zeal for national reconstruction; and such as will bring forth a 
peaceful, hardworking and prosperous Japan’a nation, chastened and free, fit to serve 
as a bastion of democracy in the Far East. And I repeat my hope that as a result of the 
treaty Japan may enter the United Nations. We are ready and anxious to join, do our 
full share and make sacrifices, if necessary, in any arrangement for international 
cooperation under United Nations auspices to ensure the security of the Pacific as well 
as of Japan.” (Yoshida Shigeru, 1951 : 171). 
 
Kebijakan Amerika Serikat terhadap Jepang menjadi fundamental dalam Doktrin Yoshida. 
Kebijakan Amerika Serikat selama Perang Dingin menjadi satu-satunya penentu dalam 
kebijakan ekonomi Jepang. Jepang tidak akan mengadakan hubungan ekonomi yang kuat 
terhadap pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan Amerika Serikat. Meskippun Perang 
Dingin berakhir, kebijakan ekonomi Jepang masih tetap lebih menekankan pada hubungan 
Amerika Serikat.  
 
Doktrin Yoshida dalam Kebijakan Jepang di Asia 
 
Jepang memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. 
Sedangkan Amerika Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama 
tentara Amerika Serikat di Asia, terutama selama Perang Dingin. Hal ini karena Amerika 
Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi komunis di Asia, terutama 
setelah Tiongkok menganut paham komunis. Dengan ditutupnya pangkalan militer Amerika 
Serikat di Filipina menjadikan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang menjadi sangat 
penting bagi keseimbangan kekuatan di Asia. Ancaman persebaran ideologi komunis dari 
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Tiongkok ke Indo-china, militer Tiongkok,pertikaian perebutan wilayah di Asia perang 
nuklir di Korea, menjadikan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang berperan besar 
dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Bagi Jepang, keberadaan 
pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang memperkuat ikatan ekonomi dan militer antara 
Jepang dan Amerika Serikat.  
 
Ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat tidak hanya menyangkut keamanan 
Jepang, tetapi juga kebijakan Jepang terhadap negara lain yang memberikan dampak baik 
menguntungkan atau tidak untuk Jepang itu sendiri. Namun, prinsip Doktrin Yoshida secara 
strategis menempatkan hubungan Jepang-Amerika Serikat sebagai sentral bagaiamana 
Jepang bersikap dalam berbagai maasalah di dalam negeri Jepang dan sebagai anggota 
masyarakat internasional. Pembangunan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia sangat 
bergantung kepada Amerika Serikat. Ketika perekonomian Jepang berkembang pada tahun 
1970-an, maka Amerika Serikat menjadi pangsa pasar utama. Hubungan ekonomi antara 
Jepang dan Amerika Serikat semakin kuat ketika Jepang diakui sebagai perekonomian 
terbesar kedua setelah Amerika Serikat. 
 
Kekuatan ekonomi menjadi daya tarik utama Jepang dalam menjalin hubungan dengan 
negara-negara tetangga di Asia. Jepang secara nyata tidak akan menjalin hubungan politik 
yang kuat terhadap negara yang menganut paham Komunis selama Perang Dingin. 
Penempatan tentara Amerika Serikat di Jepang menjadi tali pengaman terhadap serangan 
negara lain yang dirugikan Jepang selama Perang Pasifik. Usaha rekonsiliasi Jepang dengan 
negara-negara lain menjadikan kehadiran Jepang di kancah Asia diterima. Meski begitu 
Jepang sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan negara lain.  
 
Jepang lebih memilih tidak banyak memberikan pendapat atau suara dalam Konferensi 
Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Rombongan perwakilan Jepang dalam KAA 1955 
adalah perwakilan diplomasi yang dikirim pertama kali oleh PemerintahJepang di kancah 
internasional. KAA tidak dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat 
sehingga kehadiran Jepang dalam KAA tidak mendapatkan tentangan dari Amerika Serikat 
dan sekutunya. 
 
Sikap Jepang terhadap hubungannya dengan ASEAN, dan khususnya dengan Indonesia 
yang berkembang pesat sejak Pemerintahan Suharto. Hal ini tidak lepas bahwa negara-
negara tersebut juga menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, terutama 
selama Perang Dingin. Indonesia sebagai negara yang berhasil menyatakan Partai Komunis 
sebagai terlarang menjadi rekan hubungan dagang yang sangat dekat dengan Jepang. 
Meskipun ada kasus Malari 1974, tetapi tidak menganggu hubungan Jepang dengan 
Indonesia. Setelah Jepang menjadi mitra utama ASEAN, Jepang mempertahankan 
hubungan ekonomi yang kuat di kawasan Asia Tenggara yang menjadi sekutu Amerika 
Serikat. Menghadapi tantangan perang dagang dan persaingan dengan Tiongkok, menjadi 
alasan kuat bagi Jepang mempererat hubungan ekonomi dengan ASEAN. 
 
Pemerintahan Jepang mengeluarkan Doktrin Fukuda yang mengubah bentuk kerja sama 
Jepang dan ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1977. Doktrin Fukuda yang menyatakan bahwa 
Jepang menolak peranan militer dalam kekuasaan. Jepang akan memperkuat hubungan 
“heart to heart” untuk saling memhami dan sebagai partner yang seimbang. Jepang 
menekankan untuk membangun perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Asia 
Tenggara. (Yasuyuki Ishida, Japan and ASEAN partnership: From Fukuda to Abe 
Doctrine).  
 
Saat Krisis Moneter 1997 menimpa negara-negara di ASEAN, Jepang memberikan bantuan 
kepada anggota ASEAN. Kebijakan ekonomi Jepang terhadap negara-negara ASEAN 
semakin kuat di abad 21. Berbagai bentuk kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan 
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dicanangkan oleh Jepang untuk negara-negara ASEAN. Jepang sebagai mitra utama ASEAN 
semakin memperluas bidang kerja sama dan menjadi kerja sama regional yang kuat. 
Kepentingan Jepang terhadap ASEAN semakin kuat menghadapi ancaman persaingan 
ekonomi Tiongkok. Meskipun begitu kerangka kebijakan politik yang diterapakan oleh 
Takeo Fukuda dan Shinzo Abe tidak lepas dari kerangka kerja sama Jepang dengan Amerika 
Serikat yang sudah terjalin sejak masa Shigeru Yoshida sebagai perdana menteri.  
 
Doktrin Yoshida terus digunakan oleh penerus Yoshida dan para perdana menteri Jepang 
selanjutnya, meskipun dan perubahan interpretasi terhadap Doktrin Yoshida dan Sistem 55. 
Dengan mempertahankan Sistem 55 dalam kebijakan luar negeri, Jepang dapat fokus 
mengembangkan ekonominya. Jepang di bawah Hayato Ikeda merevisi Perjanjian 
Keamananan Amerika Serikat-Jepang pada tahun 1960. Janji  PM Ikedauntuk 
mewujudkkan “income-doubling plan” dan “politics of patience and reconciliation”, 
menekankan pada perkembangan ekonomi yang tentunya lebih diterima masyarakat Jepang 
dibandingkan mempertanyakan kebijakan luar negeri Jepang. Krisis minyak tahun 1970-an, 
pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, kemudian 
runtuhnya bubble economy, angka pertumbuhan penduduk yang menurun, aging society, 
dan tumbuhnya ekonomi Tiongkok mendorong menumbuhkan kesadaran bahwa 
keberadaan pangkalan militerAmerika Serikat di Jepang menjadi beban keuangan negara, 
tetapi di satu sisi menjamin kestabilan politik bagi Jepang dan Kawasan Asia Timur Jauh. 
Beban finansial tidak cukup untuk meninggalkan Doktrin Yoshida dari kebijakan politik luar 
negeri Jepang yang telah berlaku. 
 
Ada dua alasan utama mengapa Jepang sulit melepaskan diri dari Doktrin Yoshida menurut 
Schoppa. 
 
1. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah lebih dari 50 tahun menjamin kepentingan 
Jepang apapun pandangan Yoshida terhadap peranan Jepang di Dunia Internasional. 
Selama di bawah Perjanjian Keamanan Amerika Serikat-Jepang yang ditandatangani 
oleh Yoshida, tidak ada warga Jepang yang meninggal dalam pertempuran atau perang. 
Tidak ada wilayah Jepang yang mengalami invasi, dan perkembangan keamanan Jepang 
sejak Perang Dingin berakhir tidak mendorong adanya kebutuhan angkatan perang 
yang mendesak bagi Jepang.  
2. Politikus Jepang yang terpecah menjadi empat partai besar masih mendukung terhadap 
pelaksanaan penerapan Doktrin Yoshida dan Sistem 55, terutama dengan pertumbuhan 
ekonomi yang pesat di era 1960-an dan 1970-an. Pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut 
lebih menjadi tujuan nasional dibandingkan membangun kebanggaan melalui kekuatan 
militer yang bagi banyak warga Jepang merupakan mimpi buruk.  
 
Terashima bahkan menyebutkan bahwa diplomat Tiongkok dan ahli hubungan internasional 
di wilayah Asia Timur Jauh menginginkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di 
Jepang terus dipertahankan demi menjamin keamanan di kawasan tersebut. Sesuatu yang 
merupakan bukti bahwa Sistem 55 masih perlu diterapkan oleh Pemerintah Jepang. Negara 
Jepang yang berada di persimpangan karena turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan 
tumbuhnya kekuatan Tiongkok baik secara ekonomi maupun militer. Ancaman dari Korea 
Selatan dan Korea Utara menjadi tantangan besar bagi Jepang jika memilih melepaskan dari 





Kebijakan luar negeri Jepang tidak dapat melepaskan diri terhadap Doktrin Yoshida hingga 
sekarang. Meski Perang Dingin telah berakhir dengan runtuhnya Tembok Berlinkebijakan 
luar negeri Jepang masih dalam bentuk yang diatur sesuai dengan Perjanjian Keamanan 
Endah Rukmini 
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Amerika Serikat-Jepang yang ditandatangani pada tahun 1954. Doktrin Yoshida 
menekankan bahwa Jepang tidak akan membangun angkatan perang, tetapi tidak menutup 
kemungkinan membentuk Pasukan Bela Diri yang berkembang hingga sekarang bahkan 
dikerahkan ke luar Jepang, seperti dikrim ke Irak dan Afganistan. Keuntungan Jepang 
selama dalam perlindungan Amerika Serikat di bidang ekonomi mulai mengalami 
perubahan dengan adanya ancaman kekuatan ekonomi baru, yaitu Tiongkok. Walaupun 
secara nyata Pemerintah Jepang belum melepaskan diri dari kerangka yang dibentuk oleh 
Doktrin Yoshida, mulai muncul pergeseran kebijakan politik luar negeri Jepang yang tidak 
hanya fokus kepada Amerika Serikat.  
 
Selama keberadaan Artikel 9 dalam Konstitusi Jepang dan penempatan tentara Amerika 
Serikat di Jepang terus berlangsung, maka Doktrin Yoshida akan tetap menjadi kerangka 
utama kebijakan luar negeri Jepang. Keberadaan tentara Amerika Serikat menjamin bahwa 
Jepang tidak akan membangun angkatan perang yang dapat mendukung sikap agresif 
Jepang kepada negara tetangga seperti yang terjadi selama Perang Pasifik. Keberadaan 
pasukan Amerika Serikat juga menunjukkan hubungan ekonomi yang erat di antara kedua 
negara. 
 
Selama Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan 
militer Amerika Serikat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka 
Doktrin Yoshida akan selalu dianggap relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain 
itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang tentang perang dan tidak menginginkan 
kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat untuk menghentikan setiap usaha 
membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan 
negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara agresor, maka 
keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir 
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